SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN SOSIAL

Menimbang :

Mengingat

KETENAGAKERJAAN APARATUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak dan meningkatkan martabat hidup dan kehidupan
Aparatur Desa yang dapat mendukung peningkatan
kesejahteraannya, telah  diatur jaminan  sosial
ketenagakerjaan Aparatur Desa dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa;

bahwa dalam perkembangannya beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan
kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan jaminan sosial
ketenagakerjaan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenatang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);
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9.

10.

11

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2018 Nomor 8 seri E);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri
D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2016
tentang Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017
Nomor 1 Seri D);

. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018

tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor
20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
APARATUR DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun

2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa (Berita

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai
berikut :

1.

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 7

(1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 yaitu Aparatur Desa.

(2) Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan

dengan peserta yang tergolong sebagai Pekerja Penerima Upah

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(3) Dihapus.
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2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa wajib
diikuti oleh Aparatur Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagaakerjaan.
(2) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa
disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 09 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 58

KEPALA BAGIAN U1 ANSHAKNASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH

. aTk. 1
NIP 196403221993091001
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